BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR %+ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PENGANGKATAN

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa untuk menyesuaikan Perubahan Undang -
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Tebo tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan
Perangkat Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung



Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
— Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5539),
sebagaimana telah beberapa Kkali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Pengangkatan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo



Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

Menetapkan

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan
Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Kepala Desa berwenang :

a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat Desa kepada Bupati;

c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan Aset Desa;

d. menetapkan Peraturan Desa;

e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja
Desa;

f. membina kehidupan masyarakat Desa;
membina ketentraman dan ketertiban masyarakat
Desa;

h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa
serta mengintegrasikannya agar mencapai



perekonomian skala produktif untuk sebesar
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;
mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian
kekayaan negara guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa;

mengembangkan  kehidupan  sosial = budaya
masyarakat Desa;

memanfaatkan teknologi tepat guna,;
mengoordinasikan Pembangunan Desa secara
partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Kepala Desa berhak :

a.

b.

mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa;

mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan
Desa;

menerima  penghasilan tetap setiap bulan,
tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta
mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan;

mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di
akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan
Desa.

mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan
yang dilaksanakan; dan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 23, Kepala Desa berkewajiban :

a.

W%n. -

.B!‘

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka
Tunggal lka;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
memelihara ketentraman dan ketertiban
masyarakat Desa,;

menaati dan menegakkan peraturan perundang —
undangan;

melaksanakan kehidupan demokrasi dan
berkeadilan gender;

melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa
yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan
efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme;

mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila
mencalonkan diri sebagai anggota lembaga
perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan
politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta
pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan
tidak dapat ditarik kembali;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan di Desa;
menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa
yang baik;

mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Desa;

menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
mengembangkan perekonomian masyarakat di
Desa;

membina dan melestarikan nilai sosial budaya
masyarakat Desa;

memberdayakan masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan di Desa;

mengembangkan potensi sumber daya alam dan
melestarikan lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak,



kewajiban, dan fungsinya, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27, Kepala Desa
wajib :

a.

memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis
kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir
tahun anggaran

menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
memberikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  secara
horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada
Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun
anggaran;

menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan desa setiap akhir
tahun anggaran secara vertikal kepada bupati; dan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

Pasal 56

Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.

Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah
Indonesia.

Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan
Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah
Desa.

Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri
sebelum habis masa jabatannya atau
diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah
menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.



6. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

()

(6)

Pasal 66

Kepala Desa mengajukan calon Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5)
kepada Camat untuk dikonsultasikan.

Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa
persetujuan atau penolakan terhadap calon
Perangkat Desa untuk kemudian disampaikan
kembali kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja.

Dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis
berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Desa memerintahkan tim seleksi
melakukan penjaringan dan penyaringan kembali
calon Perangkat Desa.

Kepala Desa membuat Surat usulan kepada Bupati
atas Rekomendasi yang diberikan oleh Camat
sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat
Desa.

Bupati memberikan persetujuan atau penolakan
terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa
oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua
puluh) hari kerja.

Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Kepala
Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Kepala
Desa melakukan penjaringan dan penyaringan
kembali calon Perangkat Desa.

7. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 66A

Perangkat Desa yang telah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 66 ayat (5) diusulkan kepada Bupati
melalui Camat untuk mendapatkan Nomor Induk
Perangkat Desa.



(2)

(3)

Nomor Induk Perangkat Desa ditetapkan dengan
Keputusan Bupati sebelum pelantikan Perangkat
Desa.

Nomor Induk Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66A terdiri dari :

4 (empat) digit tahun lahir;
2 (dua) digit bulan lahir;

2 (dua) digit tanggal lahir;
4 (empat) digit kode Desa.

RO O

8. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)
(2)

(3)

Pasal 69

Kepala Desa dapat mengangkat dan
memberhentikan unsur staf Perangkat Desa.

Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala
Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan keuangan Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan
pemberhentian staf Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

9. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 70

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa
setelah berkonsultasi dengan Camat.

Perangkat Desa berhenti karena :

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

Perangkat Desa dan diberhentikan sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ karena :

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;

berhalangan tetap;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai
Perangkat Desa,;

oo



10.

11.

(4)

(6)

e. dinyatakan melanggar sumpah atau janji; dan
f. melanggar larangan sebagi perangkat desa.

Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(I) berupa rekomendasi tertulis dari Camat
didasarkan pada persyaratan pemberhentian
Perangkat Desa.

Dalam hal pemberhentian Perangkat Desa
mendapat penolakan dari Camat, Kepala Desa
tidak dapat mengajukan pemberhentian dalam
kurun waktu 6 (enam) bulan.

Kepala Desa membuat Surat usulan kepada Bupati
atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat
sebagai dasar penetapan pemberhentian Perangkat
Desa.

Bupati  melakukan  evaluasi atas usulan
pemberhentian Perangkat Desa dan memberikan
rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa selambat
— lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.

Kepala Desa menetapkan keputusan
pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14
(empat belas) hari kerja setelah diterimanya
rekomendasi tertulis dari Bupati.

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 88

Selain Penghasilan tetap Perangkat Desa menerima
jaminan sosial di bidang kesehatan dan
ketenagakerjaan dan dapat menerima tunjangan
tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya
yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan
jabatan perangkat Desa.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang
sah.

Mendapatkan tunjangan purnatugas 1(satu) kali di
akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan
Desa.

Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 89A sehingga berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 89A

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkanya
Peraturan Daerah ini, diberikan Nomor Induk
Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan daerah ini

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF HIERARKH!

DINAS FMD \ P Ditetapkan di Muara Tebo

s pada tanggal 3 -1l - 2025

BUPATI TEBO,  of

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal

3-11- 2025 U

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
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SINDI
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